BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang baik modus
maupun skalanya.Perkembangnya suatu masyarakat, daerah,perekonomian
dan semakin padatnya populasi penduduk maka perbenturan berbagai
kepentingan dan urusan diantara komunitas  tidak  dapat
dihindari.Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam sendi
kehidupan tampak lebih nyata.Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk
kejahatan juga semakin canggih dan beragam, kejahatan masa kini memang
tidak selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun
tahun, salah satu kejahatan tersebut adalah korupsi.

Korupsimerupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial
yang dianggap menyimpang dan ~membahayakan masyarakatjuga
negara.' Korupsi bukan masalah yang kecil dan bukan masalah untuk Negara
berkembang saja, tetapi di Negara maju sekalipun korupsi juga menjadi

masalah yang serius.

"Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, (Jakarta:Raja Grafindo
Persada, 2004), 1.



Di Indonesia korupsi awalnya disebabkan karena kondisi sosial
ekonomi yang rawan, sehingga seseorang melakukan korupsi dengan motif
mempertahankan hidupnya.Akan tetapi, kian lama motif ini bergeser menjadi
motif ingin memperoleh kemewahan hidup.Penyebab lainnya adalah berupa
kelemahan mekanisme organisasi dan tidak dilaksanakan fungsi pengawasan
secara wajar. Menurut Baharudin Lopa, hal ini akan mendorong seseorang
yang tidak kuat imannya melakukan korupsi.

Dengan demikian, faktor penyebab korupsi secara umum dapat
diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor
eksternal.Faktor internal berkaitan dengan pelaku korupsi sebagai pemegang
amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya.Sedangkan faktor
eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan
yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinnya korupsi.

Beberapa faktor lainnya adalah berupa penegakan hukum yang tidak
konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, langkanya lingkungan
yang antikorup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan
dan keserakahan, budaya memberi upeti, imbalan dan hadiah, konsekuensi
bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, budaya permisif
atau serba membolehkan, tidak mau tau, serta gagalnya pendidikan agama

dan etika.

? Eka Soesamto, Dkk. (Ed), Mengenali Dan Memberantas Korupsi, (Jakarta:KPK, Tth), 23-24.



Dalam konteks yang lebih komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi
bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan yang selalu mengalami dinamika
modus operasionalnya dari segala sisi sehingga dikatakan 7nvisible crime
(kejahatan ghaib) yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya,
karena seringkali memerlukan “pendekatan sistem” (system approach)
terhadap pemberantasannya.’

Undang-Undang anti tindak pidana korupsi mulai diterapkan, namun
upaya pembarantasannya tidak mudah dan selalu mengalami banyak
halangan.Walaupun begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dalam
beberapa tahun terakhir ini semakin gencar melakukan pemantauan dan
penangkapan terhadap para pejabat yang melakukan tindakan korupsi,
hasilnya bisa dikatakan segnifikan karena sudah bayak pejabat negara yang
dihukum akibat kasus korupsi.Korupsi telah menjangkit birokrasi dari tingkat
atas sampai bawah.Menjadi wabah di semua sektor kehidupan, dari istana
sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT.*

Menurut  Undang-UndangNo. 31 tahun 1999 jo. Undang-
UndangNo.20 tahun 2001 yang disebut tindak pidana korupsi adalah “setiap
orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

prekonomian negara”.

3 Indriano Seno Adji, Korupsi Dan Penegakan Hukum (Jakarta: Diadit Media, 2009), 87.
* M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2012), Him. Xvii.



Jika dilihat dari kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap
tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus ijin
mendirikan bangunan, proyek pengadaan di istansi, proses penegakan
hukumsampairumah sakitjuga tak luput dari praktik korupsi.

Sektor kesehatan menjadi salah satu sektor yang sangat rentan
terhadap korupsi, termasuk karena beberapa kondisi yang menjadi alasan
seperti skala dan biaya pengadaan, pembangunan rumah sakit yang mahal,
pengadaan peralatan berteknologi tinggi, perancangan pengadaan kebutuhan
obat, serta dikombinasi dengan kuatnya vendor dan perusahaan farmasi.

Situasi ini menyebabkan sektor kesehatan memicu munculnya
penyuapan dan membesarnya konflik kepentingan.Di Amerika Serikat pun
mengalaminya, perusahaan-perusahaan farmasi yang telah lama diduga
memberikan hadiah dan menawarkan bantuan pribadi kepada dokter untuk
meningkatkan peresepan obatuntuk jenis obat tertentu yang diproduksi pihak
farmasi. Dokterpun akan lebih memprioritaskan kantong pribadi mereka di
atas kepentingan pasien.

Dokter yang notabenya merupakan suatu profesi yang mulia, dimana
dengan pengetahuan dan keterampilan profesi yang dimilikinya dokter dapat
menyembuhkan penyakit yang di derita oleh pasien. Kasus korupsi yang
melibatkan  dokter dalam sebuah rumah sakit sungguh sangat

memperihatinkan, dimana dokter yang seharusnya melayani dan memberikan



pertolongan terhadap masyarakat, akan tetapi malah mengambil suatu
keuntungan dari keadaan tersebut.

Kasus dr. Suwignyo, drg.Mariane Donse br Tobing dan dr. Iskandar
yang telah dengan sengaja untuk kepentingan pribadi mengambil keuntungan
dari pembayaran vaksinasi meningitis kepada calon jamaah umroh, yaitu
melebihkan pembayaran dengan tidak semestinya.

Berdasarkan penjelasan pasal 4 kode etik kedokteran, seorang dokter
harus sadar bahwa pengetahuan dan keterampilan profesi yang dimilikinya
adalah karena karunia dan kemurahan tuhan yang Maha Esa semata.Dengan
demikian imbalan jasa yang diminta harus didalam batas-batas yang wajar.’

Dalam hukum Islam masalah korupsi memang tidak dengan jelas
disebutkan dalam al-Qurandan al-Haditsakan tetapi bukan berarti Islam diam
saja dalam masalah ini. Justru diperlukan penafsiran-penafsiran dalam al-
Quran secara mendalam untuk menemukan hukum dari masalah ini.

Meskipun tidak dinyatakan secara jelas dalam nas, korupsi bisa
dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar syariat yakni memakan
harta orang lain secara batil dalam konteks risywah (suap),
ghululpenggelapan), al-Maks (pungutan liar) dan perbuatan menyimpang
mengenai harta lainnya. Allah SWT juga berfirman dalam surah A/ ‘Imran

ayat 161:

5 Kode Etik Kedokteran Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran., Pasal 4.
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“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam wurusan harta
rampasan perang). Barang siapa berkhianat (dalam urusan rampasan
perang itu), maka pada hari kiamat ia akan membawa apa yang
dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan
tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang
mereka tidak dianiaya.”® (Q.S. Ali-Imran Ayat 161).

a4
Kata J.x.g (yaghulla)  diatas  diterjemahkan  berkhianat,

olehsementaraulama dipahami dalam arti bergegas mengambil sesuatu
yang beharga dari rampasan perang, karena itu mereka memahaminya
terbatas pada rampasan perang. Tetapi bahasa menggunakan kata tersebut
dalam pengertian khianat secara umum, baik berkhianat dalam amanah
yang diserahkan masyarakat, maupun pribadi demi pribadi.’

Dengan larangan berkhianat terhadap harta rampasan perang
secara tidak langsung menyerukan pada kita agar dapat berbuat adil
dalam hal pembagian harta karena ketidakadilan dalam hal pembagian
harta menyebabkan orang cenderung melakukan korupsi.

Mengenai perbuatan diatas para ulama fiqih sepakat mengatakan

6 .
Ibid.,104.
™. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur’an, Volume II,

(Jakarta:Lentera Hati, Cet.II, 2005),265.



bahwa perbuatan itu adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan
maqasid  al-syari’ah (tujuan hukum Islam). Mereka mengemukakan
beberapa unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan yang dilarang atau
tindak pidana (jarimah) sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan
sebagai perbuatan jarimah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

a. Ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman
bagi pelakunya. Dalam hukum pidana positif, unsur ini adalah unsur
formil (al-rukn al-syar’i).

b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan pidana, baik berupa
perbuatan nyata melanggar larangan syariat (seperti mencuri) maupun
dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan syariat
(seperti tidak melaksanakan shalat dan menunaikan zakat).

c. Pelaku jarimah, yakni seorang yang telah mukalaf atau orang yang
telah bisa dimintai pertangungjawaban secara hukum.

Berangkat dari permasalahn tersebut menarik perhatian peneliti
serta menjadi alasan bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjuttentang
“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No.1481 K/Pid.Sus/2014 Tentang Tindak Pidana
Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut Yang Dilakukan Oleh

Dokter”.



B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi, penulis

mengidentifikasi peemasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1.

I.

Faktor-faktor timbulnya prilaku korupsi di masyarakat terhadap pelaku
tindak pidana.
Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana korupsi secara bersama-
sama dan berlanjut.
Sanksi pidana bagi pelaku korupsi secara bersama-sama dan berlanjut
dalam pandangan hukum pidana Islam.
Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.1481 K/Pid.sus/2014 bagi
pelaku korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan korupsi secara bersama-
sama dan berlanjut dalam putusan No.1481 K/Pid.sus/2014.

Dari masalah-masalah yang dapat diidentifikasi tersebut, maka
penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:
Dasar putusan hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana korupsi
secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh dokter dalam
putusan No.1481 K/Pid.sus/2014
Tinjauanhukum  pidana Islam  dalam  putusan  hakimNo.1481
K/Pid.sus/2014terhadap kejahatan korupsi secara bersama-sama dan

berlanjut yang dilakukan oleh dokter.



C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar lebih
praktis dan operasional, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam
beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar putusan hakim dalam memutuskan sanksi terhadap
pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang
dilakukan oleh dokter dalam putusanNo.1481 K/Pid.sus/2014?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islamterhadap putusan No.1481
K/Pid.sus/2014 tentang tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan

berlanjut yang dilakukan oleh dokter?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.®

Dalam skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum belum ada yang
membahas “Tinjauan Hukum Pidana IslamTerhadap Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No.1481 K/Pid.Sus/2014 Tentang Tindak Pidana

Korupsi Secara Besama-Sama Dan Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Dokter”

$Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan
Skripsi, (Surabaya: T.P, 2014), 8.
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yang ada hanyalah masalah korupsi akan tetapi dengan persoalan yang
berbeda, seperti yang pernah dibahas oleh:

Skripsi yang ditulis oleh Yuli Rohmatul Hidayah jurusan Siyasah
Jinayah (SJ) tahun 2007 berjudul “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Oleh
Pegawai Negeri Dalam UU No.20 Tahun 2001 Pasal 8 (Kajian Filsafat
Hukum)”, inti dari pembahasan skripsi tersebut adalah tentang sanksi tindak
pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri yang berdasarkan UU No. 20
tahun 2001 pasal 8 mendapatkan sanksi berupa denda minimal Rp.
150.000.00,00 dan maksimal Rp. 750.000.000,00. Serta pengasingan berupa
kurungan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan telah
memenuhi nilai keadilan dan kemaslahatan, karena telah memberikan rasa
jera bagi pelakuknya dalam bentuk moril dan materiil.’

Skripsi lain yang ditulis oleh Achmad Nasrudin jurusan Siyasah
Jinayah (SJ) tahun 2007 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam
Teradap Pertanggungjawaban dan Pemidanaan Corporate Crime (Studi
Analisis Pasal 20 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana
Korupsi”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dan
pemidanaan corporate crime dalam pasal 20 UU RI No. 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah korporasi sebagai badan

perorangan juga dikenai tindak pidana. Sedangkan yang bertanggungjawab

? Yuli Rohmatul Hidayah, “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Dalam UU No.20
Tahun 2001 Pasal 8 Kajian Filsatat Hukum Islam”, (Skripsi-—-IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2007).
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adalah pengurus korporasi tersebut atau orang atau badan hukum yang
berkerja sama dengan korporasi tersebut. '

Skripsi lain yang ditulis oleh Wahyunisngsih jurusan Siyasah Jinayah
(SJ) tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat
Extraordinary Crime.” Inti dari skripsi tersebut adalah ketentuan pidana
denda dalam kejahatan korupsi di tingkat extraordinary crime sudah diatur
dalam UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
dalam pasal 2 ayat (1). Tetapi penerapannya belum terlalu efektif karena
hakim lebih banyak memilih pidana penjara menjadi pidana pokok, padahal
pidana denda mempunyai manfaat lebih baik dari pada sanksi pidana
perampasan dan memiliki efektivitas dalam membuat jera pelaku korupsi.''

Ada beberapa kajian yang membahas tentang korupsi,akan tetapi
semua itu berbeda dengan kajian yang akan dibahas oleh penulis nantinya.
Karena penulis lebih menekankan kepada analisa putusan Makamah Agung
dan tinjauan hukum pidana Islamtentang tindak pidana korupsi secara

bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh dokter.

19 Achmad Nasrudin, “7; injauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Dan Pemidanaan
Corporate Crime (Studi Analisis Pasal 20 UU RI NO 31 TAHUN 1999 Tentang Pemeberantasan
Tindak Pidana Korupsi), (Skripsi-—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2013)”.

”Wahyuningsih, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Pidana Denda Dalam
Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime”, (Skripsi --—-IAIN Sunan Ampel, Surabaya,).
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E. Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui tentang dasar putusan hakim dalam memutuskan
sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama
dan berlanjut yang dilakukan oleh dokter dalam putusan No.1481
K/Pid.sus/2014.

2. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap

putusan No.1481 K/Pid.sus/2014 tentang tindak pidana korupsi secara

bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh dokter.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermafaat

sekurang-kurangnya untuk:

1. Aspek keilmuan (zeoritis)

a.

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya
dibidang tindak pidana Islam yang berkaitan dengan masalah korupsi
secara bersama-sama dan berlajut yang dilakukan oleh dokter.

Hasil studi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian
berikutmya agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan masalah

korupsi secara bersama-sama dan berlajut yang dilakukan oleh dokter.
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Aspek terapan (praktis)

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi
masyarakat tentang betapa pentingnya penegakan hukum yang benar dan
dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan, penyuluhan khususnya
bagi penegak hukum di Indonesia serta bagi praktisi hukum pada

umumnya.

G. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang

permasalahan yang tekandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu

dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, definisi operasional dari

judul tersebut adalah:

1.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata
tertib hukum) yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku,
dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.'?

Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dimaksud dalam
penelitan ini adalah telah melakukan atau turut serta melakukan,
pegawai negeri atau penyelengara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau

dengan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,

2|bid.,23.
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membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai beberapa perbuatan
yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus diangap
sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.

Figh adalah ilmu tentang hukum hukum syariat yang bersifat praktis dan
merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang
terperinci baik yang terapat dalam al-Quran maupun haids. Jinayah
adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syarakyang diancam
dengan hukuman hudud dan kisas saja.'?

Hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syarak yang
melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran
terhadap ketentuan hukum tersebutdikenai hukuman berupa penderitaan
badan atau harta.'*

Hukum pidana Islam dalam skripsi ini menggunakan buku fikih
jinayah.Hukum pidana Islam dalam kasus ini adalah ketentuan hukum
dari al-Quran dan Hadits yang mengatur perbuatan yang dilarangtentang
tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan

oleh dokter.

Bbid., 67.

' Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, 2.



15

H. Metode Penelitian
a. Tipe Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan sebagaimana
telah disebutkan dalam rumusan masalah di atas dengan menggunakan
theorical normative atau normatif dan berdasarkan pada perundang-
undangan dan prinsip-prinsip atau asas yang berlaku penelitian normatif
adalah penelitian yang menjelaskan secara sistematis mengenai kategori
hukum tertentu dan menganalisis data yang mana terdiri dari bahan hukum
primer dan bahan hukum skunder.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi iniadalah pendekatan
yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan kasus(case approach).

Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan
menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan
isu hukum yang sedang ditagani.'” Bagi penelitian untuk kegiatan praktis,
pendekatan Undang-Undangini akan membuka kesempatan bagi peneliti
untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-

Undang dengan Undang-Undang lainnya dan Undang-Undang Dasar atau

"Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisis Revisi), (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 134.
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antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan
suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan
dengan caramelakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan
isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah
bahan primer dan bahan hukum skunder.Bahan hukum primer merupakan
bahan hukum yang bersifat auforitatif; artinya mempunyai otoritas.Bahan-
bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan
hakim.Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang
hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,
dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.'®

Bahan-bahan hukum primer yang dikumpulkan dalam penulisan
skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang
terkait masalah tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Sedangkan bahan hukum skunder yang digunakan dalam penulsan

skripsi ini tediri atas pendapat para sarjana atau ahli yang tertang dalam

®1bid, 181.
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buku dan literatur, karya ilmiah berupa skripsi dan artikel media internet
yang memiliki keterkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan
dibahas.
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari:
1) Bahan hukum primer, yaitu:
a) al-Quran dan Hadits.
b) Kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP) pasal 170 (1).
c¢) Putusan Mahkamah  Agung Republik Indonesia No.1481
K/Pid.Sus/2014.
2) Bahan hukum skunder, yaitu:
a) A.Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam
Islam), (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1997).
b) M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta:
Amzah,2012).
¢) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika,
2005).
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian

ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut:
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Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini
adalah dengan metode /ibrary rescarch atau metode studi perpustakaan yang
dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum, baik berbentuk primer
maupun skunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara inventarisasi
atau mengkategorisasi pokok bahasan penulis, sedangkan bahan hukum
sekunder diolah menggunakan analisis. Bahan hukum primer, yaitu bahan
yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawacara, observasi,
maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian
diolah oleh peneliti.'’Sedangkan, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang
diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan
dengan objek penelitian. Data skundernya dalam penelitian ini adalah buku-
buku atau bahan pustaka lainnya, seperti koran, jurnal, artikel, buku dan
lainnya yang berkaitan dengan masalah korupsi secara bersama-sama dan
berlanjut yang ditinjau menurut hukum pidana Islam.

e. Analisis Bahan Hukum

Tujuan dari analisis bahan hukum adalah finding the law atau
menemukan hukum. Salah satu metode penemuan hukum adalah dengan
cara melalui interprestasi atau penefsiran. Metode interprestasi ini adalah
sarana atau alat untuk menggetahui makna Undang-Undang. Pada skripsi

ini, penulis menggunakan interprestasi gramatikal dan interprestasi

17 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 106.
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sistematis, interprestasi gramatikal adalah cara penafsiran atau penjelasan
yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang
dengan menggunakan menurut bahasa, susunan kata, dan bunyinya.
Sedangkan, interprestasi  sistematis adalah menafsirkan Undang-
Undangsebagai dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan

menghubungkannya dengan Undang-Undang lain.'®

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis
akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan
skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan secara sistematis sebagai
berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi
skripsi, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab duabab ini berisitinjauan umum tentang pengertian tindak
pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut menurut hukum

Islam,jarimahtakzir meliputi definisi, dasar hukum, dan jenis.

% Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum : Suatu Pengantar, (Yogyakarta:Liberty, 1992), 154.
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Bab tiga merupakan penyajian data tentang putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No:1481 K/Pid.sus/2014 tentang korupsi secara
bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh dokter, deskripsi perkara
serta data tentang dasar hukum putusan hakim terhadap sanksi
hukumanpelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut
yang dilakukan oleh dokter pada putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No.1481 K/Pid.Sus/2014

Bab empat adalah tentang analisis terhadap pertimbangan dan dasar
hukum hakim dalam putusan No.1481 K/Pid.Sus/2014terhadap pelaku tindak
pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh
dokter, dan analisis hukum pidana Islam.

Bab lima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan

saran.



